BAB I11
KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN

MENURUT KUH PERDATA!

A. Hak Waris Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata
Anak dalam kandungan menurut Kitab Undang-Undanguru
Perdata (KUH Perdata) memiliki hak atas kepentingang berlaku
kepadanya. Oleh sebab itu, dalam KUH Perdata, gaag masih dalam
kandungan dapat dianggap telah lahir. Kenyataaehet seperti tertuang

dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi sebagiiiér

“Anak yang ada dalam kandungan seorang peremplargghp
sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingananak
menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, diaptaaia tak
pernah ada”

Pasal di atas secara tidak langsung memiliki makisabdwa
meskipun masih berada dalam kandungan ibunya,rsparsak tidak akan
kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepgamtianak. Meski
demikian, apabila kemudian anak dalam kandungaelet terlahir mati,
maka segala sesuatu yang telah diputuskan yangitherpan dengan
kepentingan anak saat dalam kandungan dianggap pelmah ada atau

tidak memiliki kekuatan hukum.

! Pemaparan penulis mengenai ketentuan kewarisak @alam kandungan menurut
KUH Perdata bersumber dari R. Subekti dan R. Hitdibio, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

%1bid., him. 3.
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Salah satu kepentingan anak dalam kandungan akalldttal yang
berkaitan dengan kewarisan. Menurut KUH Perdatak arang berada
dalam kandungan dianggap telah memiliki hak untwkvarisi. Hal ini

sebagaimana disebutkan pada Pasal 836 sebagaitBerik

“Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2b Kiite,
supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang helals ada,
pada saat warisan jatuh meluang”

Keadaan anak dalam kandungan — sebagaimana diaelidkam
Pasal 2 KUH Perdata — menurut Pasal 836 sebagada&edelah dianggap
sudah ada dan memiliki hak untuk mewarisi pada saaitsan tersebut
dibuka (dibagi). Sebagai konsekuensi dari istiladudah dianggap
dilahirkan” yang berarti memenuhi syarat “harusatudda”, maka anak
dalam kandungan berhak menerima warisan yang samgad anggota
keluarga yang sah lainnya sebagaimana telah di@mtulalam KUH
Perdata.

Konsekuensi dari istilah “harus sudah ada” yangattsnd dalam
Pasal 2 KUH Perdata secara tidak langsung menmitigksud bahwa
kewarisan anak dalam kandungan menurut Pasal 2 Rdidata tidak
mengenal batasan usia kandungan maupun statusugahichinak dalam
kandungan. Jadi, meskipun anak yang berada dalamukgan masih
berusia satu minggu atau bahkan telah mati tanketadiui pada saat
pembagian harta warisan, maka anak dalam kandutegaabut dapat

dianggap telah lahir (dalam keadaan hidup). Hatimdikasikan dengan

3 1bid., him. 222.
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bunyi bagian lain dari Pasal 2 yang menyebutkan fla.Belah mati
sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah adadi yang menjadi
ukuran masih berlaku atau tidaknya warisan tersetualah keadaan
sewaktu dilahirkan. Selain itu, istilah tersebuggumenegaskan bahwa
apabila bayi dilahirkan dalam keadaan mati, makaisaa yang telah
ditetapkan saat dia dalam kandungan dianggap pdakah ada dan akan

dibagikan kepada ahli waris lainnya.

. Klasifikasi dan Batas Keabsahan Anak dalam Kandungan menurut
KUH Perdata
Klasifikasi anak dalam kandungan menurut KUH Perddapat
dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni dilihat dsatus perkawinan
dan dilihat dari legalitas kewarisan anak dalamdkagan. Penjelasan
mengenai klasifikasi tersebut dapat dipaparkangsetmserikut:
1. Klasifikasi anak dalam kandungan berdasarkan spatis@awinan
Berdasarkan status perkawinannya, anak dalam kgadun
dapat dibedakan menjadi dua, yakni:
a. Anak dalam kandungan dari perkawinan yang sah
Anak dalam kandungan yang memperoleh warisan adalah
setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua meskgarnberbagai
perkawinan. Maksud dari berbagai perkawinan bulaarki setiap
perkawinan dapat masuk dalam kategori “berbagakapenan”
melainkan setiap perkawinan yang dianggap sah atedang-

undang. Salah satu contoh perkawinan tersebutlragalkawinan
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antara warga negara Indonesia dengan warga asimgumaengan
sesama orang Indonesia yang tidak dilakukan di riesia.
Meskipun dilakukan dengan undang-undang yang saehkalis
berbeda dengan UU Perkawinan Indonesia, dan kemuwaiaga
tersebut — setelah perkawinannya — kembali ke lesian maka
perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negadariesia tetap
dianggap sah dan tidak harus melakukan pengulapgiawinan
yang sesuai dengan undang-undang yang berlakuoinésia. Hal

ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 sebewjits

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, lzaitara
sesama warga negara Indonesia, maupun antara warga
negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah s
apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut camagy
biasa di negara tempat berlangsungnya perkawinadan
suami isteri yang warga negara Indonesia tidak mggjar
ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian 1 Bab ini

Maksudnya adalah apabila perkawinan yang dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meskipun dalam
pelaksanaannya terdapat hal-hal yang bertentangamgad
undang-undang perkawinan di Indonesia, maka hdldak dapat
dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat menghalarigiuatan
hukum perkawinan yang dimaksud dalam pasal tersebut
Contohnya adalah manakala perkawinan yang dimakislam
Pasal 83 dilakukan di suatu wilayah yang tidak seuk wilayah

negara Indonesia (luar negeri) yang mana dalanmyatldersebut

4 Ibid., him. 21.
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tidak ada penegasan tentang status perkawinan péiaiaki
maupun perempuan sebelum dilaksanakan perkawinadahgl
pihak laki-laki yang berasal dari Indonesia telabrmiiki isteri
yang masih sah menurut UU di Indonesia. Oleh karapaurut
UU yang berlaku di tempat perkawinan tidak mempgeiian
status perkawinan seseorang, maka perkawinan tersgak akan
batal ketika orang itu kembali ke Indonesia. Inij@ng dimaksud
dengan istilah “berbagai perkawinan”. Jadi padags berbagai
perkawinan tidak memiliki makna asal-asalan mekamnk
menganggap sah perkawinan yang dilakukan di luaganae
Indonesia meskipun dilakukan tidak dengan berdasat4U di
Indonesia. Implikasi kasus ini dalam masalah kessariadalah
anak hasil perkawinan tersebut, baik yang suddhhiermaupun
yang masih dalam kandungan, tetap berhak menerariaam.
Penjelasan di atas secara tidak langsung menumukka
bahwa istilah “berbagai perkawinan” lebih merujuddp legalitas
perundang-undangan suatu negara. Jadi, meskipuavypaan
dilaksanakan dalam keadaan mempelai wanita menggndu
dengan usia kandungan 9 bulan, asalkan UU suatarandglak
melarangnya, maka perkawinan tersebut dapat dipregfakarena

tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
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Status anak dalam kandungan dari perkawinan yahg sa
menjadikan anak tersebut berhak mendapatkan warisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 KUH Perdata.

b. Anak dalam kandungan di luar kawin

Maksud dari anak dalam kandungan di luar kawin adal
anak yang pembenihannya tidak dilakukan melalui sgso
perkawinan yang sah menurut hukum perundang-undaygag
berlaku di Indonesia. Anak dalam kandungan di lkawin
memiliki makna bahwa pembenihan anak yang beradamda
kandungan dilakukan tidak melalui perkawinan yaety s

Proses pembenihan anak dalam kandungan di luamkawi
terbagi ke dalam dua jenis, yakni melalui perzimahdan
perkawinan antar saudara yang dilarang menurut rhuku
perundang-undangan. Anak dalam kandungan yang
pembenihannya dilakukan melalui proses perzinahaebdt
sebagai anak zinah, sedangkan anak dalam kanduyaan
pembenihannya dilakukan melalui proses perkawinangy
dilarang disebut sebagai anak sumbang.

2. Klasifikasi anak dalam kandungan berdasarkan legalkewarisan
anak dalam kandungan
Berdasarkan legalitas kewarisan, anak dalam karastudgpat

dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:
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a. Anak dalam kandungan yang sah untuk menerima warisa

Pada prinsipnya, anak dalam kandungan yang berhak
menerima warisan adalah anak dalam kandungan yamgiliki
status sebagai anak yang sah. Pada dasarnya, amakah adalah
anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjankgpenan. Hal
ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 250 KUHaketd

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan

sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai

bapaknya”

Dalam pasal tersebut memang tidak ada redaksi yecaya
langsung menyebutkan anak sah, namun keberadadah ist
“memperoleh si suami sebagai bapaknya” menjadi ete|
mengenai kandungan anak yang sah dalam pasaluerdelasnya,
anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan Hitbkan
sepanjang perkawinan.

Namun demikian, tidak lantas setiap perkawinan ysaiy
akan melahirkan anak yang sah. Terdapat batasasdmatdari
perkawinan tersebut. Batasan-batasan anak yangearut KUH
Perdata adalah sebagai berikut:

1) Anak yang dilahirkan lebih dari 180 hari usia kanglan dalam
perkawinan suami isteri
Anak yang jangka waktu kelahirannya kurang dari 180

hari dalam perkawinan suami isteri dapat diingkari

® Ibid., him.62.
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keabsahannya oleh pihak bapak. Hal ini sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 251 KUH Perdata sebag&iiv@ri
“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebeluinyhag
ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suaeri,igfpat
diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran inakidooleh
dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1 e. jika si suami sebelum perkawinan telah memhgetakan
mengandungnya isteri.

2e. jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahichbuat dan akta
itu pun telah ditandatanganunya atau, memuat p&aya
darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.

3e. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Dari pasal di atas, secara tidak langsung dapatatki
bahwa anak yang sah adalah anak yang pada saat
berlangsungnya perkawinan, maksimal berusia 6 balan
tiga bulan sebelum masa kelahiran secara normaiul@n).
Apabila anak kandungan berusia lebih dari 6 buladapsaat
terjadinya perkawinan, maka anak tersebut “dapgidbeang”
untuk menjadi anak yang tidak sah.

Istilah  “dapat berpeluang” memiliki maksud
bahwasanya legalitas hukum mengenai anak dalanmukgad
dapat digugurkan atau diingkari sehingga anak betse
nantinya menjadi anak dalam kandungan yang tiddk sa

Namun apabila tidak terjadi pengingkaran, maka daeedebut

tetap menjadi anak dalam kandungan yang sah.

% Ibid., him. 62-63.
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2) Anak dalam kandungan yang jangka waktu kelahirannya
kurang dari 300 hari setelah perkawinan dibubarkan.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuanl Pasa
255 sebagai berikdt:
“Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah
perkawinan dibubarkan adalah tidak sah. Apabilaakap
dan ibu seorang anak, yang dilahirkan satu samma lai
melakukan perkawinan ulang, maka tiadalah laimjala
oleh si anak dapat ditempuh guna memperoleh
kedudukan selaku anak yang sah, melainkan dengan
jalan menurut ketentuan-ketentuan dalam bagiangedu
bab ini®
Dari ketentuan pasal tersebut, secara tidak lamgsun
terkandung makna bahwa anak dalam kandungan yang
perhitungan jangka waktu kelahirannya lebih daf &ari (10
bulan) dari bubarnya perkawinan dapat disebut sebagak
yang tidak sah.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahuidamak
dalam kandungan yang sah adalah anak dalam kanulwagey
dilahirkan atau ditumbuhkan dalam perkawinan dengaak

waktu kelahiran maksimal 180 hari dari perkawindgauatidak

lebih dari 300 hari dari bubarnya perkawinan.

"lbid., him. 63.

8 Maksud dari “bab ini” adalah Bab Ke Dua Belas KPHrdata tentang kebapakan dan
keturunan anak-anak. Bab ini terdiri dari tiga bagdi mana bagian ke satu tentang anak-anak
sah, bagian kedua tentang pengesahan anak-andéaluiar, dan bagian ketiga tentang pengakuan
terhadap anak-anak luar kawin.
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b. Anak dalam kandungan yang tidak sah untuk menerargsan

Implikasi dari ketentuan dalam Pasal 251 dan P2asal
KUH Perdata di atas adalah adanya kemungkinansstiatak sah
bagi anak dalam kandungan karena tidak terpenuhieientuan
sebagaimana dimaksud dalam hukum perundang-undaigaski
demikian, ketentuan dalam dua pasal tersebut béalaku mutlak
tanpa adanya peluang untuk merubah status keabaah&rdalam
kandungan.

Status anak dalam kandungan — sebagaimana disandark
pada dua pasal di atas — dapat terjaga keabsahdanyapas dari
status tidak sah. Untuk menjadikan anak dalam kagu sebagai
anak yang sah, dengan keadaan kandungan sebagalmahasud
di atas adalah dengan cara:

1) Tidak adanya pengingkaran si suami terhadap keaenad
anak dalam kandungan

2) Melakukan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalasalP
255. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalamabakgdua
dari bab ke dua belas yakni adanya pengakuan sebelu
perkawinan atau dalam akta perkawinan kedua oreaty t

Terkait dengan anak dalam kandungan, maka ketentuan
yang berlaku adalah adanya pengakuan dari keduag onza

sebelum perkawinan. Sebab apabila hal itu tidakdkan, apabila

° Ketentuan-ketentuan proses legalitas tersebutrdéglam Pasal 272, Pasal 273, dan
pasal 274 KUH Perdata.
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ayahnya kemudian meninggal dunia, maka anak yarsgldelalam
kandungan tidak dapat menerima warisan karena belandapat
legalitas status sebagai anak yang sah. Namunlagadnudian
setelah lahirnya anak dilakukan pengakuan dalamn @tkawinan,
maka anak tersebut dapat disebut sebagai analsghiy
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui dapada
dasarnya setiap anak dalam kandungan dapat bemgelnanjadi anak
yang sah dengan melakukan ketentuan-ketentuandiang dalam KUH
Perdata. Namun apabila ketentuan-ketentuan terswiak dilakukan,
maka anak dalam kandungan tersebut tetap akangdiprgebagai anak

yang tidak sah.

C. Konsep Pembagian Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut
KUH Perdata
Anak dalam kandungan yang pembenihannya dilakukan d
perkawinan yang sah akan mendapatkan bagian yam@ &esarnya
dengan anggota keluarga yang lainnya. Ketentuangemamn kesamaan
bagian warisan masing-masing ahli waris dalam debkeluarga

disebutkan dalam Pasal 852 sebagai befikut:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipunhd#an dari
berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalaa paang tua
mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluargargelisedarah
mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tamgrabedakan
jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Marekewarisi

19 egalitas ini harus disertai dengan surat penges&hnesiden sebagaimana diatur dalam
Pasal 275.
Y bid., him. 225-226.
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bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kélaldengan
yang meninggal mereka semua bertalian keluargandalerajat
pertama dan masing-masing berhak karena dirinydirgemereka
mewarisi pancang demi pancang, bila mereka senasasabagian
mewarisi sebagai pengganti”

Dari ketentuan pasal di atas — apabila diterapkaland warisan
anak dalam kandungan — dapat diketahui bahwa bag@isan anak
dalam kandungan apabila anak tersebut berstat@agaebnak yang sah
adalah masing-masing satu bagian atau memilikidoagang sama dengan
anggota keluarga yang lainnya. Namun demikian,riteés di atas hanya
diperuntukkan bagi anak dalam kandungan yang miansiiatus sebagai
anak yang sah sejak awalnya tanpa adanya pengataanpengesahan

yang harus dilakukan oleh orang tuanya.

Bagi anak dalam kandungan yang status keabsaharakihatkan
dari adanya pengakuan atau proses pengesahanihtediahulu, maka
bagian warisan yang diperolehnya tidaklah satu dsagiHal ini
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 863 dsal B&5 KUH

Perdata sebagai berikut:

Pasal 863

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang atau
seorang suami atau isteri, maka anak-anak luarnrkamewaris
sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harndapatkannya
andaikata mereka anak-anak yang sah; jika si megaintak
meninggalkan keturunan maupun suami atau istrin aedapi
meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, pun
saudara laki dan perempuan atau keturunan mereldeg mereka
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mewaris setengah dari warisan;dan jika hanya adakssaudara
dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat”.
Pasal 865

“Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yasah, maka
sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warfdan”

Dari penjelasan di atas, selain mengenai bagiansavardalam
konteks besaran yang dapat diterima oleh anak d&kmungan, juga
terkandung penjelasan mengenai bagian warisan dsfdm keadaan
orang yang mewarisi. Bagian warisan berdasarkaddesa orang yang
mewarisi — khususnya terkait dengan anak dalam egah — dapat
dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagian bagi anak dalam kandungan yang berstatagaehnak sah
tanpa harus didahului oleh adanya pengakuan ategepahan, maka
bagiannya adalah sebagai berikut:

a. Mendapat satu bagian manakala yang meninggal adsjah
atau ibu atau keluarga sedarah.

b. Mendapat setengah bagian (pancang demi pancanggkaian
yang meninggal adalah sanak saudara dalam deaat lgbih
jauh.

2. Bagi anak dalam kandungan yang berstatus sebaghkisan yang
harus didahului oleh adanya pengakuan atau perggsahaka

bagiannya adalah:

12bid., him. 229.
B3 bid., him. 230.
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. Sepertiga bagian, jika yang meninggal meninggak&tarunan
atau suami atau istri namun meninggalkan keturysarg sah
atau suami atau isteri.

. Sepertiga bagian, jika yang meninggal tidak meratigmn
keturunan atau suami atau istri hamun meninggakelnarga
sedarabh.

. Setengah bagian jika yang meninggal tidak menihkggal
keturunan atau suami atau istri atau keluarga abdaemun
meninggalkan sanak saudara dalam derajat yangjbaitih

. Seluruh bagian, jika yang meninggal tidak meninkmal
keturunan atau suami atau istri atau keluarga abdaraupun

sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.



